BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan kegiatan tera dan tera ulang

BDKT pada pelaku Usaha Mikro

a. Minimnya kesadaran pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera
ulang BDKT merupakan tantangan yang perlu diperhatikan agar Usaha Mikro
di wilayah Kecamatan Bogor Utara lebih berkembang. Meskipun pelaku
Usaha Mikro terbuka terhadap kegiatan pengawasan dan sosialisasi, namun
kesadaran mereka terhadap pentingnya kegiatan tersebut masih kurang. Salah
satu alasan utama minimnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman dan
penerapan yang mendalam mengenai manfaat dan pentingnya kegiatan tera
dan tera ulang BDKT. Hal ini tercermin dari resistensi mereka untuk
mengganti timbangan yang belum memenuhi standar menjadi timbangan
digital yang memenuhi standar, tidak adanya tindakan untuk melakukan tera
ulang terhadap timbangan digunakan, serta ketidakpahaman pelaku Usaha
Mikro berapa lama jangka waktu tera ulang secara berkala meskipun sudah
diberikan edukasi pada saat pengawasan serta sosialisasi. Pelaku Usaha
Mikro juga masih belum memiliki keinginan dan memiliki berbagai macam
alasan untuk tidak melakukan tera ulang timbangan yang mereka gunakan
untuk kegiatan produksi BDKT mereka. Adanya dunia persaingan usaha
membuat pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa
kesulitan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan tera ulang
terhadap timbangan mereka.

b. Pengawasan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara
telah dilakukan dengan sistematis. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah

terkait dengan alat penunjang yang masih kurang, sehingga Pengawas
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Kemetrologian seringkali harus bergantian dalam penggunaan alat-alat
penunjang dalam kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT dengan
Penera yang berada di UPTD Metrologi Legal. Selain itu, terdapat
kekosongan 1 (satu) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda.
Hal-hal tersebut mengakibatkan pengawasan tera dan tera ulang BDKT
menjadi kurang intensif dan tidak optimal, jika terjadi ketidaksesuaian tera
dan tera ulang BDKT terhadap regulasi yang berlaku Pengawas
Kemetrologian tidak menindak atau memberikan sanksi tegas tetapi hanya
melakukan koordinasi dengan wilayah setempat dan membuat berita acara di
tempat, setelahnya mereka membuat laporan kepada pimpinan dan memohon
arahan dari pimpinan. Masalah lain yang muncul adalah terdapat tumpang
tindih antara wewenang yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan terkait
pencantuman penulisan label pada BDKT yang dihasilkan oleh pelaku Usaha
Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan
Bogor Utara dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang BDKT, sehingga
pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa tidak jelas
siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas aspek tersebut.

1. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang

BDKT Pada Pelaku Usaha Mikro
a. Kesadaran Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara dengan menyadari
bahwa kesalahan pada produknya harus segera direvisi, menunjukkan adanya
keterbukaan yang positif terhadap kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan
sosialisasi tera dan tera ulang BDKT yang telah disampaikan oleh pihak
Pengawas Kemetrologian dan Pendamping UMKM vyang telah dilatih oleh
Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan. Pengawas
Kemetrologian tengah berupaya meningkatkan pemahaman dan penerapan
pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Namun,
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upaya tersebut masih kurang efektif karena keterbatasan SDM dan anggaran.
Saat ini, hanya ada satu orang pengawas yang melaksanakan pengawasan di
Kota Bogor, menyulitkan pengawasan secara menyeluruh di wilayah tersebut.
Hambatan anggaran juga menjadi kendala serius dalam menyelenggarakan
sosialisasi rutin kepada pelaku Usaha Mikro, padahal sosialisasi yang intensif
dapat memberikan pemahaman penerapan mendalam tentang kegiatan tera
dan tera ulang BDKT.
b. Pengawasan

Pengawasan dan sosialisasi mengenai kegiatan tera dan tera ulang BDKT di
wilayah Kecamatan Bogor Utara disebabkan oleh dua faktor utama yang
saling terkait. Pertama, Pendamping UMKM cenderung menghindari
overlapping dengan Pengawas Kemetrologian dalam memberikan edukasi
kepada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Kedua,
Pengawas Kemetrologian mengalami kendala anggaran minim yang

menghambat sosialisasi berjalan dengan efektif.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan

pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah
Kecamatan Bogor Utara, maka penulis merekomendasikan antara lain:
1. Faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait
kegiatan tera dan tera ulang BDKT
a. Hal yang perlu diperhatikan dalam faktor kesadaran pelaku usaha ini pada
saat dilakukannya soialisasi pihak berwenang tidak hanya fokus pemberian
edukasi dan materi terkait tera dan tera ulang BDKT tetapi Pelaku Usaha
Mikro perlu diberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai
konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap standar metrologi legal, serta
dampak positif yang dapat diperoleh dari melaksanakan kegiatan tera ulang
secara berkala. Pendekatan dalam kegiatan penyampaian edukasi dan
sosialisasi perlu ditingkatkan. Pengawas Metrologi Legal dan pihak terkait

lainnya harus mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang tidak hanya
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memberikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman penerapan
praktis dan contoh kasus yang relevan bagi pelaku Usaha Mikro di wilayah
Kecamatan Bogor Utara. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan
keseriusan mereka terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat
meningkat.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT secara
maksimal, diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak terkait,
seperti Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan, UPTD
Metrologi Legal Kota Bogor, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, KADIN Kota Bogor, serta
pelaku usaha itu sendiri. Tumpang tindih wewenang antara Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dan
Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih
baik antara berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan tera dan
tera ulang BDKT, dengan membentuk forum koordinasi antara Dinas
Kesehatan Kota Bogor, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan
dan Perindustrian Kota Bogor, dan pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan
Bogor Utara untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dan
mencari solusi bersama. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyamakan
persepsi, mendiskusikan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi
langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan untuk menghindari tumpang
tindih dan memastikan kepatuhan terhadap semua standar yang relevan.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan Kota Bogor dan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota
Bogor, serta dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro dalam prosesnya,
diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan
pengawasan yang efektif dan meminimalisir potensi tumpang tindih yang
dapat menghambat proses pengawasan dan pemasaran produk yang legal,
aman, dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, adanya benturan terhadap

penggunaan alat penunjang antara pengawas kemetrologian dengan penera
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diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan alat penunjang yang
memadai serta pembagian tugas yang jelas antara instansi terkait guna
memastikan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini
penting untuk menjaga keakuratan dan keamanan BDKT yang beredar di
wilayah tersebut demi kepentingan konsumen.

2. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang
BDKT Pada Pelaku Usaha Mikro

a. Melakukan sosialisasi BDKT melalui media sosial dengan melakukan
sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro tentang tujuan dan manfaat dari
kegiatan pengawasan serta prosedur yang harus diikuti, seperti membuat
konten informatif dan menarik tentang pentingnya kegiatan tera dan tera
ulang dengan menggunakan gambar, video, infografis, dan cerita singkat
untuk menjelaskan konsep dan manfaat tera serta tera ulang. Melakukan
interaksi dengan para pelaku Usaha Mikro melalui media sosial milik Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
untuk mendorong diskusi dan pertanyaan. Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor khususnya Pengawas
Kemetrologian membentuk grup diskusi atau forum online khusus untuk
pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, dengan mendukung
diskusi aktif tentang pengalaman, pertanyaan, dan informasi terkini seputar
kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Pengawas Kemtrologian juga perlu
memberikan feedback kepada pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan
Bogor Utara tentang hasil pengawasan dan memberikan stimulan yang
mendorong pelaku Usaha Mikro untuk melaksanakan kegiatan tera ulang
secara rutin. Misalnya, pemberian sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro yang
mematuhi standar metrologi legal dengan baik, atau memberikan fasilitas
pembiayaan dan subsidi untuk pengadaan timbangan yang memenuhi standar.
Dengan menerapkan saran teknis di atas, diharapkan pemahaman dan
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penerapan pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara tentang
kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal
ini akan memberikan dampak positif pada kualitas layanan, kepercayaan

konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

. Pengawasan

Menjadwalkan pengawasan rutin dan berkala terhadap timbangan dan BDKT
yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor
Utara, dengan menentukan frekuensi pengawasan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan tingkat risiko dari jenis usaha yang dijalankan. Pastikan tim
pengawasan memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pengujian
dan pemeriksaan secara akurat. Lakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat
terhadap temuan yang ditemukan, seperti memberikan peringatan, sanksi,
atau bimbingan teknis. Pengawas kemetrologian juga perlu melakukan secara
rutin input pelaporan cerapan pengawasan pelabelan kuantitas dan tera ulang
timbangan milik pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara
pada aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan
Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal) untuk memudahkan
pelaporan dan monitoring pengawasan secara real-time. Selain itu, pengawas
perlu mengintegrasikan data pengawasan dengan basis data tera dan tera
ulang serta cerapan pengawasan pelabelan kuantitas untuk analisis dan
evaluasi yang lebih baik. Dengan menerapkan saran teknis di atas, diharapkan
pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor
Utara tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat meningkat secara
signifikan. Pengawasan yang baik tidak hanya memberikan perlindungan
bagi konsumen tetapi juga membantu pelaku Usaha Mikro di wilayah
Kecamatan Bogor Utara untuk menjalankan usahanya dengan lebih

profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang ditetapkan.
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